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URGENSI KEHADIRAN HUKUM KELUARGA
SERTA APLIKASINYA DI ACEH

Bukhari
Dosen IAIN Lhokseumawe
Email; bukhari_muhammadali@yahoo.co.id

Abstrak

Family law is the whole provision that governs the relationship of the law
concerned with kinship and kinship due to marriage (marriage, parental
power, guardianship, abilities, absenteeism). Family law sources are divided
into two kinds, namely the source of family law can be divided into two
kinds, namely the written family law, the legal rules derived from the law,
jurisprudence, and treaties. Family law is not written, the rules of family
law that arise, grow, and develop in contmunity life (customary law). The
history of Family Law in Indonesia starts from pre-colonial Indonesian
Sfamily law, colonial Indonesian family law, family law of early independence
until the end of old order, family law of the new order era and family law of
reform era until now. The importance of family law is very important to
maintain religion, soul, heredity and property. And then the family law is as
a sostal order and public order, a tool to change the habits of society, and the
creator of a sakinah Muslim family..

Key Word: Urgency, Law in Aceh.

A. PENDAHULUAN

ukum memiliki perspektif yang sangat beragam dan relatif,

sehingga tidak ada kesepakatan para ahli mengenai apa

sesungguhnya definisi dari hukum. Dari posisi tersebut, para
ahli juga memiliki pandangan yang sangat beragam terhadap eksistensi
hukum di dalam masyarakat. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa
hukum merupakan elemen yang bersifat independen dan tidak
dipengaruhi oleh aspek-aspek yang ada di luarnya, sedangkan
pandangan lain berpendapat bahwa hukum tidak berbeda dari aspek- .



aspek kemasyarakatan lainnya yang sama-sama berinteraksi satu sama
lain dan saling mempengaruhi. - .
Hukum di Indonesia tidak luput dari struktur sosu?l danl::uhf:la;r: c::
masyarakat Indonesia. Struktur dan budaya 'kexzsebut ud:l.:r. l;n mk;; :
dipisahkan dari pengaruh beragam sumber nilai, fermas ); Iafn i
kuat sampai sekarang ini adalah pengaruh dari h.v%au:n sl .i ot
kondisi tersebut, hukum di Indonesia merupakan titik kxﬂmmashmg
penyatuan di antara berbagai sumber-sumber hn‘x‘kunz se ga
membentuk sebuah kesatuan norma di dalam hukum nasional.

Di samping itu, munculnya globalisasi dan luasnya perut:lk::::
informasi dewasa ini telah pula memberikan pengaruh dalaz:;d:u K
masyarakat Indonesia. Cepat atau lambat, setu’:p m.ft?rmam‘ ﬁndi kai
didapatkan oleh masyarakat Indonesia ter'mamft?sta.sx dalam pdakan
dan pada akhimya menjadi suatu norma, baik menjacli kel::r.as.‘.aan.t . -a{i i
atau bahkan hukum. Dalam hal inilah pembaha.l.l hukum dapa a:; o
tatkala pengaruh dar peradaban luar sel':nakm kuat aifmka lmunti-k
mengambil peran dalam relasi dan interaka. antar masy : rik;mandu
itulah, pengaruh budaya luar tersebut da;?at dxkatakan mem g an e
dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Di Zat;kast i -
keluarga Indonesia telah menyatu dengan budaya masy o semunlc .
setelah terjadi akulturasi sekian lama, namun di _5151 amkat <
pengaruh baru yang sedikit banyak mengubah persepsi masya:ra , yang
akhirnya memberikan Kkontribusi terhadap perubahan hukum.

Salah satu gerakan sosial yang muncul dan menguat pada gamh
kedua abad ke-20 adalah gerakan feminisme yang mf:ndorong a aln:));:
perubahan dalam struktur masyarakat patriarkis untx;kah edm_l
menyetarakan dan menyamakan kedudukan antara laki-

1 Manan mengklasifikasikan kedua aliran tersebut di ags kepada
aliran i"ﬁl‘gﬁonaﬁs dan gmodern. Tradisionalis menurutnya adl:\:::hut::ﬁ
mendahulukan perubahan dalam fnasyarakat,' kemt:imn Pt iggn
mengikutinya; sementara aliran modern justru sebaliknya, ;;k k:m gr s
untuk mengubah kondisi masyarakat. Abdul Manan, -fakt
Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 94.
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perempuan, tidak terkecuali di Negara-negara Muslim. Gerakan ini
semakin menguat tatkala banyak sarjana Islam yang mendapatkan
pendidikan di Barat atau di bawah sistem pendidikan Barat yang lebih
menperkenalkan wacana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Dalam pada itu, perkembangan signifikan hak asasi manusia yang
memasukkan hak-hak perempuan scbagai salah satu komponen hak
menjadi salah satu modal penting menguatnya gerakan feminisme dalam
masyarakat muslim.

Hukum keluarga sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai
hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan
kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua,
perwalian, pengampunan, keadaan tak hadir). Kekeluargaan sedarah
adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang
mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan
adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara
seorang dengar keluarga sedarah dari istri (suaminya).2 Hukum keluarga
diatur dalam KUH Perdata Buku [ BAB 4-18. Selain itu juga diatur dalam

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagai hukum khusus dari
KUH Perdata).

Hukum keluarga dimulai pada abad ke - 19. Sebelumnya hukum
orang dan hukum keluarga ada di berbagai buku fikih. Seorang ahli
hukum Islam di Mesir yaitu, Muhammad Qudri Pasya, memisahkan
hukum keluarga menjadi suatu kajian yaitu, al-ahwal al-syakhsiyah
dalam buku yang berjudul al-ahkam al-Syar'iyyah fi al-ahwal al-
Syakhsiyyah (hukum syari‘at/agama dalam hal keluarga). Hukum
keluarga ini meliputi hukum perkawinan, perceraian, wasiat, ahliyyah
(kecakapan bertindak hukum), harta warisan dan hibah. Buku ind telah
dijadikan sebagai bahan rujukan hakim untuk memutuskan berbagai
masalah pribadi dan keluarga di pengadilan.

? Ismaya Dwi Agustina, Hukum Keluarga, diakses online melalui,
https:/ /ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/15/ hukum-keluarga/,
tanggal 18 Agustus 2016.
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Proses pembaruan hukum keluarga di Negara-negara Muslim pada
akhir abad ke-20 an menjadi salah satu arena penting advokasi kelompok
perempuan terhadap hak-hak mereka, serta memasukkan aspek-aspek
pembaruan dalam hukum keluarga tersebut. Dari sini, wacana gender
yang berkelindan dalam denyut perubahan sosial politik masyarakaf
muslim telah mampu memengaruhi perubahan paradigma dan substansi
hukum keluarga di Negara-negara Muslim, bahkan dalam beberapa
kasus, kelompok perempuan secara aktif mendorong direvis:j.nya
peraturan perundang-undangan keluarga yang mendiskriminasikan
perempuan. Hal ini setidaknya terjadi hampir di sebagian besar Negar‘a-
negara -Muslim, seperti Turki, Tunisia, Bahrain, Maroko, Malaysia,
Aljazair, Yordania, Pakistan, Bangladesh, dan juga Indonesia.?

Adapun yang merupakan masalah yang di telaah dalam penulisarf
ini adalah sebagai berikut “apakah penting kehadiran hukum keluarga di
Aceh baik secara tertulis maupun tidak”

B. PEMBAHASAN
a. Pengertian Hukum Keluarga

. Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata

familierecht (Belanda) atau law of familie (Inggris).* Istilah keluarga dalam arti
sempit adalah orang scisi rumal, anak istri, sedangkan dalam arti luas keluarga
berarti sanak scudara atau anggota kerabat dekat.s Ali Affandi mengatakan
bahwa hukum keluarga diartikan sebagai “Keseluruhan ketentuan yang
mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan

3Kajian tentang pengaruh CEDAW terhadap gerakan perempuan dala.m
reformasi hukum keluarga dalam Zainal Anwar, dkk, CEDAW and Muslim
Family Law: In Search of Common Ground, (Malaysia: Musawa and Sister in Islam,
2011). _ ' .
4 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika,
) - : z
 Hilman Hadi Kusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Cet. II, (PT Alumni,
Bandung, 2005)
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sedarah dan kekeluargaan karena petkawinan (perkawinan, kekuasaan
orang tua, perwalian, pengampuans, keadaan tak hadir).
Adapun pendapat-pendapat lain mengenai hukum keluarga, yaitu:
a. Van Apeldoom. Hukum keluarga adalah peraturan hubungan
hukum yang timbul dari hubungan keluarga
b. CST Kansil. Hukum keluarga memuat rangkaian peraturan
hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan
¢.  R. Subekti. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur
perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan
kekeluargaan
d. Rachmadi Usman. Hukum kekeluargaan adalah ketentuan-
ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar
pribadi alamiah yang berlainan jenis dalam suatu ikatan
kekeluargaan
e. Djaja S. Meliala. Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan
yang mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan
keluarga kerena terjadinya perkawinan.
f. Sudarsono. Hukum kekeluargaan adalah keseluruhan ketentuan
yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan
sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.”

Adadua pokok kajian dalam definisi hukum keluarga yang
dikemukakan oleh Ali Affiandi, yaitu mengatur hubungan hukum yang
berkaitan dengan keluarga sedarah dan perkawinan. Pertalian keluarga
karena turunan disebut keluarge sedarah, artinya sanak saudara yang
senenek moyang. Keluarga sedarah ini ada yang ditarik menurut garis
bapak yang disebut matrinial dan ada yang ditarik menurut garis ibu dan
bapak yang disebut parental atau bilateral. Pertalian keluarga karena
perkawinan disebut keluarga semenda, artinya sanak saudara yang terjadi
karena adanya ikatan perkawinan, yang terdiri dari sanak saudara suami

¢ Pengampuan disisni adalah Perpindahan wali dari wali yang satu ke wali
yang lain

7 Zulfa Djoko Basuki,Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan,( Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R, Jakarta:2009)
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dan sanak saudara istri. Sedangkan pertalian keluarga ka:ena a;:tt
disebut keluarga adat, artinya yang terjadi karena adanya ikatan adat,
misalnya saudara angkat. ,

b. Sumber Hukum Keluarga o o
Sumber hukum keluarga dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
|. Hukum keluarga tertulis, yaitu kaidah-kaidah hukum yang
bersumber dari UU, Yurisprudensi, dan Traktaf. '
2. Hukum keluarga tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah hu]mm
keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan
masyarakat (hukum adat).

Sumber hukum keluarga tertulis, dikemukakan berikut :i:u :
Kitab undang - undang hukum perdata (KUHPerdata)

a.

b. Peraturan perkawinan campuran Stb. 1898 Nomor 158

c. Indonesia, Kristen, jawa, minahasa, dan Ambon, Stb. 1933 Nomor 74

d. UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan
Rujuk (beragama Islam)

e. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

f. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan ‘
g. PP Nomor 10 Tahun 1983, PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hukum keluarga tidak tertulis, hukum yang dianut adalah
hukum yang berada di kehidupan masyarakat sekitar daerah tempat
tinggalnya Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa, .hukum adat
hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang
mempunyai akibat hukum (das sein das sollen).®

Syekh Jalaluddin mengemukakan bahwa hukum adat ?ertama-
tama merupakan persambungan tali antara dulu dengan kemudem, pada
pihak adanya atau tiadanya yang dilihat dari hal yang dilakukan

) 8 H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. Hukum Adat. h.
15. .
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berulang-ulang. Hukum adat tidak terletak pada peristiwa tersebut
melainkan pada apa yang tidak tertulis di belakang peristiwa tersebut,
sedang yang tidak tertulis itu adalah ketentuan keharusan yang berada di
belakang fakta-fakta yang menuntuk bertautnya suatu peristiwa dengan
peristiwa lain.? :

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga
masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwibawa dari
kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan-
pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan
kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa,
sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau
kurang pengertian tidak bertentaagan dengan keyakinan hukum rakyat,
melainkan senafas dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima,
diakui atau setidaknya-tidaknya ditoleransi.!?

Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan
dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum
(kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan
yudikatif) tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai
suatu sengketa yang resmi tetapi juga diluar itu didasarkan pada
musyawarah (kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai
yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan
anggota-anggota persekutuan tersebut. Penegak hukum adat adalah
pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar
pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga
keutuhan hidup sejahtera.

c. Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia

Waktu terus berjalan dan zaman terus berkembang, kotraksi di
dalam masyarakat semakin berkembang dan semakin kompleks, begitu

¢ Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani. Safinatul
Hukaam Fi Tahlisil Khasam (Bahtera Segala Hakim dalam Menyelesaikan Segala
Orang Berkesumat/Bersengketa ) )

10Ter Haar. Peradilan Lanraad berdasarkan Hukumn Tak Tertulis. Dalam pidato
Dies Natalies. 1980 i & it b T SRR =
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juga hukum keluarga, seiring perkembangan masyarakat hukum
keluarga juga berkembang,. Karena waktu yang begitu lama dan kontraksi
masyarakat terus berkembang sehingga hukum keluarga menjadi banyak
dan semakin kompleks juga akibat penyesuaian terhadap perkembangan
masyarakat yang semakin kompleks, maka terciptalah banyak hukum
keluarga. Dalam hal ini dibahas sebatas mengenai sejarah hukum
keluarga di Indonesia.

Di dalam sejarah, Berdasarkan kemerdekaan Indonesia (17 Agustus
1945), hukum keluarga Indonesia terbagi dalam dua masa yaitu hukum
keluarga prakemerdekaan dan hukum keluarga pascakemerdekaan.
Hukum keluarga prakemerdekaan dibagi dua yaitu hukum keluarga
prapenjajahan (prakolonial), dan hukum keluarga zaman penjajahan
(kolonial). Dan hukum keluarga pascakemerdekaan dibagl dalam tiga
yaitu hukum keluarga awal kemerdekaan, hukum keluarga sesudah
tahun 1950, dan terbentuknya undang-undang perkawinan baru,!! dalam
redaksi yang berbeda Prof. Khoiruddin Nasution membagi dengan
sebutan Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.'? Sehingga secara
keseluruhan dibagi dalam lima bagian, berikut uraiannya.

1) Hukum Keluarga Indonesia Prakolonial

Hukum Keluarga Prakolonial juga bisa kita sebut Hukum Keluarga
Masa Kerajaan. Sebagaimara Ali Sodigin membagi periode
perkembrngan Hukum Islam Indonesia dengan menyebutkan Masa
Kerajaan Islam (Abad XII-XVII M).13

Pada masa ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti
agama dan budaya masyarkat. Hukum tidak bisa terlepas dari budaya

11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indoncsia, (Bandar Lampung:
PT Citra Aditya Bakti, cetakan revisi 2010), h. 60-64.

12 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan
Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarali, Metode
Pembaruan, Dan Materi. & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga
Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2009), him. 30-95.

13 Ali Sodikin, Figh Ushul Figh: Sejaral, Metodologi dan Impementasinya di
Indonesia, (Yogyakarta: Beranda, 2012), h. 181.
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masyarakat dan agama. Seperti yang dijelaskan dalam beberapa literatur,
jauh sebelum datangnya penjajah dari Eropa, masyarakat Indonesia telah
mengenal beberapa macam hukum seperti hukum adat dan Hukum
Islam (pasca datangnya Islam). Hukum adat misalnya, telah dikenal oleh
masyarakat jauh sebelum penjajah bahkan Islam datang. Setelah Islam
datang terjadi akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam. Sebuah
proses yang wajib ketika datangnya kebudayaan baru. Setelah Islam
datang, kemudian terjadi adaptasi serta adopsi ajaran Islam oleh
masyarakat adat setempat, sehingga pada perkembangannya ajaran Islam
dan budaya lokal menyatu dan tumbuh bersama sehingga melahirkan
budaya baru (perpaduan antara tradisi lokal dan ajaran Islam). Hal ini
dapat dibuktikan di leberapa daerah seperti yang  terjadi pada
masyarakat Minangkabau dengan ungkapan yang terkenal “hukum adat
bersendikan syara” dan syara’ bersendikan kitabullah (Al-Qur'an).4

Selain itu, bukti eksistensi hukum adat dan Hukum Islam sebelum
datangnya penjajah hingga datangnya penjajah adalah adanya lembaga
peradilan klasik yang terbentuk kala itu, seperti lembaga talikim,
kemudian ahlu al-hall wa al-agd dalam bentuk Peradilan Adat, kemudian
dalam perkembangannya Peradilan Swapraja (disebut juga Peradilan
Serambi atau juga Peradilan Masjid dan sejenisnya) pada masa kerajaan-
kerajaan Islam kemudian menjadi Peradilan Agama hingga sekarang.
Seperti pada Kerajaan Mataram Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X
menulis secara singkat, bahwa Peradilan Serambi (disingkat PS) telah ada
sejak zaman Sultan Agung. Struktur Organisasi PS diketuai oleh Hakim
dan dibantu empat orang ulama, yang dinamakan Pathok Nagari. Selain
P’S ada juga Peradilan Perdata yang disebut Nawala Pradata Dalam. Bukt
lebih lanjut seperti adanya Stafuta Batavia 16425 kemudian
dipergunakannya kitab Muharrar dan Pepakem Cirebon serta peraturan-
peraturan lain didaerah lain.

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, hlm. 57,

15 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam [ndomesia Dan
Perbandingan _Hukumn  Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode
Pembaruan, Dan Materi. & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga
Islam), him. 16-20. L . .
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Hal diatas telah menunjukkan pengaruh kuat Islam di Indonesia
dalam aspek hukum perdata, terutama dalam bidang hukum
perkawinan'® atau kekeluargaan.

2) Hukum Keluarga Indonesia Zaman Kolonial

Zaman kolonial dimulai dari masuknya kompi-kompi pedagang
Eropa ke Indonesia, mulai dari Portugis, Belanda, Inggris, dan ditambak
lagi dari Asia yaitu Jepang. Masuknya bangsa Eropa berawal dari
kedatangan kompi pedagang Portugis ke Indonesia dengan tujuan
memperoleh rempah-rempah untuk dijual di perdagangan internasional.
Masuknya Portugis diikuti oleh kompi-kompi pedagang Belanda dan
seterusnya. Masuknya kompi-kompi pedagang ini sangat menentukan
nasib Bangsa Indonesia dalam perkembangan selanjutnya, Berawal dari
masuknya Portugis dan Belanda sangat mempengaruhi konstruksi sosial
yang ada, hal ini tidak serta merta diterima oleh penduduk masyarakat
setempat buktinya dapat terlihat dari penolakan yang berujung menjadi
perlawanan dari penduduk asli Lambat laun para penjajah (dalam hal inj
ade-xla.h Belanda) berhasil menduduki Indonesia dan membuat penduduk
asli tak berdaya. Awal kedatangan Belanda ke Indonesia hingga
terbentuknya VOC tidak terlalu mempengaruhi kondisi hukum yang adi
Namun perubahan terjadi ketika daerah jajahan  diambil alih olehl

kt.’:SEIUI'Ll.han (receptio in complexu) namun situasi terbalik ketika diambil
B.I’J.h oleh Pemerintah Belanda menjadi berlaku sebagian (hanya yan
diresepsi oleh hukum adat atau teori receptio). Kondisi ini memben'kaﬁ
keperihatinan bagi Hukum Islam  dan penerapannya. Dalam
perkembangan selanjutnya Pemerintah Belanda menerapkan hukum
yang baru bagi negeri jajahan  yaitu diterapkannya hukum Barat
(termanifestasi dalam BW Hinda-Belanda).

16 Ali Sodiqin, Fi ialt: Sei )
Tidtomeis i S 82111. igh Ushul Figh: Sejarah, Metodologi dan Impeme:tasinya di
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Belanda sebagai penjajah terlama memberikan pengaruh yang
cukup besar bagi sistem kehidupan masyarakat, termasuk sistem
hukum,'” karena secara filosofis dinyatakan bahwa perubahan sosial
menghendaki hukum juga berubah sesuai tuntutan perubahan sosial
yang terjadi. Dalam pemaparan yang lebih dalam dapat diungkap
melalui pertikaian antara dua teori tentang keberlakuan Hukum Islam di
Indonesia, yaitu teori receptio in complexu dan teori receptio. Teori receptio
in complexu ini ditandai dari sikap minus (tiada intervensi) penjajah
terhadap Hukum Islam, teori ini dikemukakan oleh Lodewejik Willem
Christian van den Berg (1845-1927). Melalui kantor dagang Belanda
(VOC), dikeluarkanlah* Resolute de Indieshe Regeering yang berisi
pemberlakuan hukum waris dan hukum perkawinan Islam pada
pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi ini dikenal dengan nama
Compendium Freijer, yang merupakan legislasi Hukum Islam pertama di
Indonesia.18

Sebagai tambahan, pada masa penjajahan Belanda, perkawinan
diatur dalam beberapa peraturan menurut golongannya. Pertama, bagi
orang-orang Eropa berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(Burgelijk Wetboek). Kedua, bagi orang-orang Tionghoa, secara umum juga
berlaku Burgelijk Wetbock dengan sedikit pengecualian, yakni hal-hal yang
berhubungan déngan pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan.
Ketiga bagi golongan Arab dan Timur Asing yang bukan Tionghoa
berlaku hukum adat mer~ka. Keempat, bagi orang Indonesia asli berlaku
hukum adat mereka, ditambah untuk orang Kristen berlaku Undang-
undang Perkawinan Kristen Jawa dan Ambon (Huwelijk Ordonantie
Christen Indonesiers Java, Minahasa an Amboina (HOCI)) berdasarkan
stbl. No. 74 Tahun 1993. Kelima, bagi orang yang tidak menggunakan

salah satunya berlaku peraturan Perkawinan Campuran.1?

17 Ali Sodikin, [bid, h. 188.

15 Idris Ramulyo, Azas-azas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), dalam Ali Sodikin, [bid, h. 189.

¥ Zaini Ahmad Noeh, “Lima tahun Undang-Undang Peradilan Agama...”
him. 19-20 dalam Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia
Dan Perbandingan Hukum Perkmoinan Di.Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode
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3) Hukum Keluarga Awal Kemerdekaan Hingga Berakhimya Orde
Lama
Pembagian ini mengkombinasikan pembagian menurut Prof Abdul

Kadir Muhammad dan Prof Khoiruddin Nasution yakni mulai dari awal
kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 hingga Tahun 1966 (berakhirnya
Orde Lama seiring dengan turunnya Soekarno). Dalam masa ini
Indonesia mengalami babak baru, babak kemerdekaan. Pada masa ini
baik pemerintah maupun masyarakat disibukkan dengan usaha mengisi
kemerdekaan yang baru saja diraih schingga perhatian pada hukum
perkawinan kurang diperhatikan. Adapun untuk menjaga kekosongan
hukum (vacuum racht) masih diadopsi hukum yang ada pada zaman
kolonial Belanda misalnya BW. Namun bukan berarti perhatian
pemerintah terhadap hukum perkawinan/keluarga tidak ada. Setahun
setelah kemerdekaan dikeluarkan peraturan perundangan yang mengatur
mengenai perkawinan terutama perkawinan yaitu UU No. 22 Tahun 1946
tentang Nikah, Talak, dan Rujuk. Walaupun telah ada UU tersebut
namun jangkauan berlakunya masih terbatas yaitu hanya untuk wilayah
Jawa dan Madura, hingga dikeluarkan UU No. 32 Tahun 1954 sebagai
perluasan jangkauan dari UU No. 22 Tahun 1946.

Menurut Wasit Aulawi, dari pasal-pasal yang ada, secara ekplisit
UU No. 22 Tahun 1946 hanya mengatur pencatatan perkawinan, talak
dan rujuk, yang berarti hanya menyangkut hukum acara, bukan materi
hukum perkawinan?® Pada masa berlakunva Undang-undang ini (UU
No. 22 Tahun 1946) masih terkekang dengan teori receptio. Teori receptio
ini membatasi kewenangan peradilan agama dan menghambat
perkembangan hukum keluarga Islam dan agama Islam pada
Khususnya,? hingga runtuhnya Orde Lama dan digantikan Orde Baru.

Pembaruan, Dan Materi. & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keliarga
Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2009), h. 28-29.

20 Wasit Aulawi, Sejarah Perkembangan Hukum [slam di Indonesia, him. 57-58
dalam Khoiruddin Nasution, “Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan
Perbandingan Hukum Perkawinan ...,” h. 32.

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, h. 61,
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4) Hukum Keluarga Masa Orde Baru

Masa ini dimulai dari lengsernya Soekarmno dari kursi jabatan
kepresidenan hingga runtuhnya pemerintahan Soeharto yaitu jatuhnya
Orde Baru pada bulan Mei 1998. Pada masa inilah mulai nampak klimaks
dari pembicaraan hukum keluarga sebagai warisan orde sebelumn);a.
Terbukti pada tahun 1974 terbentuk Undang-undang tentang keluarga
yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini tidak lain dari hasil
perjuangan sebelumnya dalam membuat rancangan undang-undang
tentang perkawinan. Undang-undang ini (UU No. 1 Tahun 1974)
merupakan Undang-undang tentang perkawinan pertama yang terbentuk
pada masa Orde Baru.

Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya
beberapa peraturan pelaksana. Perfama, PP No. 9 Tahun 1975 yang
diundangkan tanggal 1 April 1975. Kedua Peraturan Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri. Ketiga Petunjuk Mahkamah Agung R.1.2

Dalam Pasal 67 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan: (1) Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, (2) Mulai
berlakunya Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan secara
epektif dari undang-undang No. 1 Tahun 1974. Bagi Umat Islam diatur
dalam Peraturan Menag No. 3 Tahun 1075 dan No. 4 Tahun 1975,
kemudian diganti dengan Peraturan Menag No. 2 Tahun 1990. Bagi yang
beragama selain Islam diatur dalam Keputusan Mendagri No. 221a Tahun
1975, tanggal 1 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan
Perceraian pada Kantor Catatan Sipil.

Kemudian Pada Tahun 1983 lahir pula PP No. 10 yang mengatur
lzin Perkawiann dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang
ditetapkan pada tanggal 21 April 1983. Selanjutnya disusul lagi dengan
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tantang Peradilan Agama. Kemudian
pada tahun 1990 keluar PP No. 45 yang berisi perubahan PP No. 10 Tahun

22 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan
Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode
Pembaruan, Dan Materi. & Status Perempuan Dalam Hukum Perkmmnmﬂ(cluarga
Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2009), h. 48.
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1983. Kemudian satu tahun sesudahnya berhasil disusun Kompilasi
Hukum Islam mengenai perkawinan, pewarisan, dan perwakafan.

Inilah sejarah panjang mengenai. perjalanan peraturan perundang
undangan khususnya menegenai perkawinan selama masa Orde Baru.
Adapun paparan mengenai landasan historis penyususan dan perdebatan
yang muncul ketika itu dapat dilihat dari refensi yang tertuang dalam
footnote terutama bukunya Prof Khoiruddin Nasution.®

5) Hukum Keluarga Masa Reformasi Sampai Sekarang

Sejak jatuhnya Orde Baru, Indonesia mengalami sejarah baru.
Kondisi ini menimbulkan banyak perubahan terutama dalam hal
penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Misalnya munculnya
Mahkamah Konstitusi dan berdirinya KPK. Ini semu# dalam hal
penegakan hukum agar menuju Indonesia yang lebih baik. Telah 14 tahun
usia refcrmasi namun masih bisa dikatakan bahwa perubahan dalam
hukum perkawinan/keluarga masih tidak ada, yang ada adalah
perluasan kompetensi bagi pengadilan agama yang tertuang dalam UU
No. 3 tahun 2006. Baru-baru tahun 2012 terjadi wacana menarik mengenai
UU No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 43 pasal 1 yang berbunyi “Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki
yang dapat dibuktikan berdasarkan Imu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukur ternyata mempunyai hubungan
darah sebagai ayahnya sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdate dengan ibunya dan
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

B Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum
Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Scjarah, Metode Pembaruan, Dan Materi. &
Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam, (Yogyakarta:
ACAdeMIA & Tazzafa, 2009). .
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hukum  mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya.”24

d. Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga Pada Masyarakat Aceh
Tujuan dari penerapan Hukum keluarga Islam adalah:2

. Memelihara Agama. Dalam artian melaksanakan kewajiban
keagamaan, menjadi sesuatu yang primer (harus dilakukan olzh
manusia), manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hal yang bersifat
primer, mengakibatkan keagamaannya terancam. Melaksanakan
ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan serta
mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat
manusia.

2. Memelihara Jiwa. Memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan yang
bersifat wajib. Apabila manusia tidak memenuhi kebutuhan ini, akan
mengakibatkan eksitensi jiwa manusia terancam. Menghindari
kesulitan, jika ketentuan ini tidak dilal:sanakan maka tidak akan
mengancam eksitensi jiwa manusia, akan tetapi hanya akan
mempersulit orang yang melakukannya.

3. Memelihara Akal. Untuk menghindari kesulitan, jika tingkat ini tidak
dilaksanakan, maka tidak akan merusak akal manusia, akan tetapi
hanya akan mempersulit orang yang bersangkutan.

4. Memelihara Keturunan. Menghindari kesulitan, jika tingkat ini tidak
dilaksanakan, maka tidak akan mengoncam eksitensi keturunan
manusia, tetapi hanya mempersulit orang yang melakukannya.

5. Memelihara Harta. Untuk menghindari kesulitan, jika tingkat ini
tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam ecksitensi harta
manusia, tetapi hanya mempersulit orang yang melakukannya.

 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap
Persoalan Anak Luar Kawin dalam D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan
Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU
Perkawinan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 217.

* Hasbi Umar, Nalar Figh Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Press,
2007), h. 124-127. cbsel (mes . :
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Selanjutnya menurut Amin Summa, hukum keluarga itu penting
1il kan:% :

1. Sebagai pranata sosial dan ketertiban umum. Sebagai pranata sosial
hukum keluarga Islam memang sangat berguna sekali, hal ini dapat
dibuktikan ketika sebuah keluarga berhubungan dengan keluarga

“Islam yang lainnya. Tertib hukum dapat menciptakan ketertiban
umum, apabila tertib hukum tersebut mengandung keadilan,
sehingga didukung oleh pranata sosial sebagai subjek hukum
umum, Ketertiban umum di sini dapat tercermin dalam tujuan
penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan. Undang-undang ini mengatur secara detail mengenai
perkawinan tidak lain untuk menciptakan ketertiban umum dalam
masyarakat. Seperti yang diketahui, bahwa perkawinan ini bukan
hanya terkait hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga
terkait dengan hubungan dua keluarga yang pada dasarnya
memiliki perbedaan gaya hidup. Perkawinan ini pun akan
dilakukan oleh semua orang tanpa mengenal golongan, oleh karena
itu sangat penting menciptakan aturan yang pasti terkait dengan
perkawinan.

2. Sebagai alat untuk merobah kebiasaan masyarakat. Pada zaman
dahuly, jika kita perhatikan masalah perkawinan ini, sangat banyak
sekali terjadi, salah satunya yaitu masalah poligami di dalam
masyarakat yang sudah menjadi sebuah keb:asaan. Sebelum adanya
Undang-Undang tentang hukum Keluarga, seperti Kompilasi
Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan
Undang-Undang tentang perkawinan yang lainnya, kaum laki-laki
sangat mudah sekali untuk menceraikan istrinya, dan juga untuk
melakukan poligami. Setelah adanya undang-undang perkawinan
ini, maka kaum laki-laki untuk melakukan poligami sudah diatur
dengan syarat-syarat tertentu yang cukup berat bagi laki-laki yaitu
salah satunya dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

% Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo, 2004), h. 32
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3. Sebagai institusi untuk mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan

substansi dari tertib hukum dan fungsi utama dari hukum, yang
pada akhirmnya bertujuan untuk menegakkan keadilan. Keadilan
juga merupakan konsep yang relevan dengan hubungan antar
manusia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, keadilan adalah
landasan perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga
masyarakat. Jika melihat hukum keluarga Islam, contohnya
hubungan suami istri dalam keluarga, yang dapat mencerminkan
keadilan antara keduanya. Suami memiliki kewajiban ntuk
menafkahi keluarga, merupakan hal yang adil bagi suami, karena
dari segi fisik suami lebih kuat untuk membanting tulang
menafkahi keluarganya dar! pada istri. Istri yang bertugas untuk
mengurus rumah tangga, juga merupakan suatu yang adil, karena
pada umumnya wanita labih memiliki talenta dari pada laki-laki
dalam urusan yang bersifat domestic. Meskipun dalam aturan
seperti di atas, sebenarnya aturan tersebut tidak berjalan dengan
kaku atau mati. Hubungan suami istri tetap dapat dikompromikan
secara baik-baik demi terciptanya kenyamanan dalam keluarga dan
tanpa ada pihak yang merasa dimonopoli.

. Untuk mewujudkan keluarga yang muslim yang sakinah. Selain

dapat menciptakan keadilan dalam rumah tangga, hukum keluarga
juga berfungsi untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Karena
dengan adanya hukum keluarga seorang suami maupun isteri
dapat memahami tugas yang merupakan tanggung jawab dari
masing-masing pihak. Hal ini sebagaimana yang telah diatur di
dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974.

Mengenai hukum keluarga di Aceh, telah diadakan beberapa

bimbingan mengenai atau pelatihan mengenai hukum keluarga. Staf Ahli
Bidang Hukum dan Politik Wali Kota Banda Aceh Teuku Iwan Kesuma
di Banda Aceh, mengatakan, keluarga unit terkecil yang bernaung dalam
sebuah gampong dan tunduk kepada aturan dan kebijakan gampong
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masyarakat gamponglah yang melihat dan menjadi saksi. Oleh karena
itu, aparat gampong, tokoh masyarakat, tokoh perempum 'tokol'f
pemuda dan unsur lainnya di gampong harus mempunyai kapasitas d1
bidang hukum keluarga. Aparat gampong harus bertindak sebagai
hakam dalam perselisihan keluarga.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan pentingrya hu.l?um
keluarga yang sangat utama adalah untuk memelihara agama, jiwa,
keturunan dan harta. Dan selanjutnya hukum keluarga adalah sebagai
pranata sosial dan ketertiban umum, alat untuk merobah kebiasaan
masyarakat, dan pencipta keluarga yang muslim yang sakinah.

C. KESIMPULAN

1. Hukum keluarga diartikan sebagai “Keseluruhan ketentuan yang
mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan
sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan,
kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).

2. Sumber hukum keluarga dibedakan menjadi dua macam, yaitu
hukum keluarga tertulis, yaitu kaidah - kaidah hukum yang
bersumber dari UU, yurisprudensi, dan traktat. Hukum keluarga
tidak tertulis, yaitu kaidah - kaidah hukum keluarga yang timbul,
tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (hukum
adat). _

3. Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia dimulai dari hukum keluarga
Indonesia prakolonial, hukum keluarga Indonesia zaman kolonial,
hukum keluarga awal kemerdekaan hingga berakhirnya orde lama,
hukum keluarga masa orde baru dan hukum keluarga masa reformasi
sampai sekarang.

4. Pentingnya hukum keluarga yang sangat utama adalah untuk
memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta. Dan selanjutnya
hukum keluarga adalah sebagai pranata sosial dan ketertiban umum,
alat untuk merobah kebiasaan masyarakat, dan pencipta keluarga
muslim yang sakinah.,
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